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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli makannan membeli 
pakaian yang layak, tidak mempunyai tempat untuk berlindung, maupun untuk 
mengenyang pendidikan juga memperoleh jaminan kesehatan. Kemiskinan juga 
bisa disebabkan sulitnya akses terhadap pendidikan dan sulitnya untuk 
mendapatkan pekerjaan. 
Menurut Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang ”Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga”, khususnya Pasal 41, Ayat 2 yang 
menyatakan “bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin dan 
tata cara perlindungan diatur dengan peraturan pemerintah, menentukan penduduk 
miskin, pelaksana pendataan, dan kriteria penduduk miskin menjadi sangat penting 
untuk memperoleh data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan”. 
Berdasarkan data-data dari Badan Pusat Statistik, Dalam menentukan dan 
memilih warga miskin, Badan Pusat Statistik menggunakan 14 indikator untuk 
menentukan apakah layak  dan tidaknya dikategorikan warga miskin.  
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 
2. Jenis lantai bangun tempat tinggal terbuat dari tanah, bamboo atau kayu. 
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu dan tembok 
tanpa di plester. 
4. Tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar 
5. Sumber air minum bersal dari dalam sumur, mata air, sungai, ataupun air 
hujan. 
6. Sumber penerangan tempat tinggal tidak menggunakan listrik 
7. Menggunakan bahan bakar untuk memasak seperti kayu, arang dan 
minyak tanah. 
8. Mengkonsumsi ayam, daging, susu dalam waktu seminggu 
9. Makan hanya 1 atau 2 kali dalam sehari 
10. Jumlah pakaian baru yang dibeli dalam setahun hanya satu. 
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11. Tidak mampu membayar biaya pengobatan rumah sakit. 
12. Pendapatan kepala rumah tangga dibawah 600 ribu/bulan 
13. Pendidikan tertingi kepala rumah tangga SD, tidak tamat SD, ataupun 
tidak sekolah. 
14. Tidak memiliki beberapa asset seperti emas, perak, motor ataupun barang 
lainya yang bisa dijual, 
Pada pasal 30A permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang “pedoman 
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 39 tahun 
2012, mewajibkan kepala daerah untuk mencantumkan daftar nama penerima, 
alamat penerima dan besar bantuan sosial  pada peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran APBD”. Dengan adanya penambahan pasal maka bantuan sosial lebih 
transparan, karena resiko atas terjadinya penyelewengan pada jenis bantuan sosial 
sangatlah tinggi. 
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di indonesia tidak sejalan dengan 
pengurangan kemiskinan. Terakhir pada bulan Maret 2017, data Badan Pusat 
Statistik (BPS) menyampaikan,” jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami 
kenaikan 6.900 orang dari September 2016 ke Maret 2017”. Berdasarkan data 
statistik Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Sukabumi 
menunjukan dari “keseluruhan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 340 jiwa, 
sekitar 8,76 persen merupakan warga yang masuk dalam kategori tidak mampu atau 
miskin, Angka ini jauh lebih rendah sekitar 0,2 persen dibandingkan tahun 
sebelumnya dengan angka kemiskinan mencapai 8,78 persen. hasil pemetaan 
wilayah diketahui dari tujuh kecamatan yang ada di wilayah Kota Sukabumi, 
Kecamatan Warudoyong merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi, 
Kemudian secara berurutan disusul oleh Kecamatan Cikole, Citamiang, Cibereum, 
Lembursitu, Baros dan terakhir Kecamatan Gunugpuyuh”. Salah satu penyebab 
tingginya angka kemiskinan pada suatu wilayah adalah tingkat pendidikan yang 
mayoritas hanya sampai pada lulusan SD. 
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Besarnya kemiskinan dapat diukur atau tanpa mengacu kepada garis 
kemiskinan dengan adanya tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan, yang kedua 
pemerintahan yang baik (good governance), dan yang ketiga pembangunan sosial 
sesuai dengan adanya point kedua dalam tiga pilar utama strategi pengurangan 
kemiskinan harus adanya sistem yang lebih baik untuk melayani masyarakat 
terutama untuk masyarakat miskin dan juga memudahkan pemerintah setempat  
khususnya di kelurahan lembursitu dalam memonitoring perkembangan jumlah 
kemiskinan yang ada. 
Dirasa masih sangat tingginya jumlah kemiskinan yang ada, juga masih sulit 
membedakan warga yang cukup, sedang, dan warga yang benar-benar memenuhi 
kategori miskin dikarnakan banyaknya warga yang sama ingin menerima bantuan dari 
pemerintah, dan belum tersedianya nya aplikasi yang memudahkan pemerintah dalam 
mengontrol secara langsung perkembangan kemiskinan, terutama pada kelurahan 
Lembursitu menjadikan lebih akurat dalam proses pemilihan calon penerima bantuan.  
Kelurahan Lembursitu adalah kelurahan yang bertempat di Jalan Pelabuhan 2 
Km 7 Kota Sukabumi yang berada di bawah pimpinan kecamatan dengan jumlah 
penduduk  11.529 jiwa, jumlah penduduk dewasa 8.157, jumlah laki-laki 5.783 , jumlah 
perempuan 5.746 ,jumlah kk 2.699 , jumlah kk miskin 508 , jumlah jiwa miskin 1.486, 
dengan mata pencaharian utama adalah petani.    
 
 
Jumlah Data Miskin Kelurahan 
Lembursitu
jumlah pendudud
jumlah penduduk dewasa
jumlah laki-laki
jumlah perempuan
jumlah kk
jumlah kk miskin
jumlah jiwa miskin
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Adanya pemberitahuan tentang kebijakan dan bantuan dari pemerintah pihak 
kelurahan akan langsung memberitahukan program tersebut kepada RT dan Rw 
setempat  melalui surat pemberitahuan proses penyaluran bantuan dimulai dari 
pendataan RT dan RW dengan langsung mendatangi rumah warga yang 
dikategorikan sebagai keluarga kurang mampu atau berhak mendaptkan bantuan 
kemudian didata dan didokumentasikan segala sesuatu yang dirasa perlu seperti 
KTP, KK, dan juga beserta gambaran rumah tersebut kemudian hasil dari pendataan 
diserahkan langsung ke pada pihak kelurahan yang bersangkutan, dari hasil tersebut 
pihak kelurahan akan langsung survey ulang keberadaan warga tersebut agar 
dipastikan kebenarannya, berdasarkan data yang real , kemudian lanjut data 
tersebut akan diberikan kepada pihak fasilitator kecamatan, setelah melalui 
beberapa proses data ini akan diajukan lagi ke tingkat kota , asisten kota atau 
koordinator kota Kota Sukabumi kemudian naik ke tingkat provinsi dan langsung 
ketingkat nasional, dari beberpa tahap ini apabila mendapat persetujuan bantuan 
akan turun melalui provisinsi atau OC, kemudian langsung ke BKM Kelurahan 
Lembursitu dan bantuan bisa langsung diterima oleh warga dengan didampingi RT 
dan RW setempat. Dan bantuan bisa berupa uang atau dalam bentuk barang.  
Dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good 
governance)  maka seluruh transaksi keuangan pada pemerintah daerah harus 
akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), oleh karena itu setiap penerima bantuan 
harus bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sosial. Penerima bantuan 
sosial bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan bantuan sosial 
yang diterimanya, artinya penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara penuh 
atas penggunaan bantuan sosial. Bentuk tanggung jawab penerima bantuan 
sosial  meliputi: 
1. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 
2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial 
yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan 
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-
undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah 
terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. 
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Aplikasi pelayanan untuk masyarakat miskin sebelumnya telah dibuat oleh 
beberapa mahasiswa dari kampus yang berbeda-beda, Namun untuk di wilayah 
Kota Sukabumi Kelurahan Lembursitu aplikasi pelayanan ini belum tersedia.  
Dengan berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan untuk 
melakukan penelitian dengan judul “ Website Pelayanan Bantuan Kemiskinan 
(“Studi kasus di Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota 
Sukabumi”)”  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh beberapa masalah 
yaitu: 
1. Masih banyaknya jumlah penduduk miskin pada kelurahan lembursitu 
mengakibatkan pada proses pendataan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak 
Huni) dan pembuatan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) menjadi tidak 
optimal. 
2. Belum adanya sistem yang memudahkan masyarakat dalam proses 
pembuatan SKTM dan proses pendataan RUTILAHU bagi masyarakat 
miskin secara online. 
3. Kurangnya sosialisasi dan keterbukaan dari kelurahan terhadap warga yang 
menerima bantuan dengan masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya 
kesalahpahaman atau kecemburuan sosial antar kampung dan warga. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pembuatan aplikasi bantuan kemiskinan ini untuk: 
1. Bertujuan untuk mengoptimalkan atau memudahkan pendataan, proses 
pembuatan SKTM dan RUTILAHU bagi masyarakat miskin. 
2. Memudahkan masyarakat dalam pembuatan SKTM dan  proses pendataan 
RUTILAHU secara online. 
3. Agar lebih terbukanya proses pemberian bantuan sosial terhadap 
masyarakat ataupun yang mewakilanya.  
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1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang membatasi ruang lingkup dari pembahasan 
aplikasi yang akan dibuat antara lain: 
1. Aplikasi ini berbasis web dibuat menggunakan bahasa pemograman .php 
dengan database MySQL 
2. Aplikasi ini membantu pemerintah setempat dalam mengelola warga miskin 
berupa bantuan pelayanan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) 
berdasarkan 14 indikator,  dan pembuatan SKTM di kelurahan lembursitu. 
3. Aplikasi ini dapat digunakan oleh koordinator BKM selaku admin, dan 
perwakilan dari setiap RW selaku user di kelurahan lembursitu. 
 
1.5 Manfaat penelitian  
Manfaat dari pembuatan aplikasi bantuan kemiskinan ini antara lain: 
1. Memudahkan masyarakat dalm hal pembuatan SKTM dan proses pendataan 
RUTILAHU.  
2. Adanya sistem secara online untuk pembuatan SKTM dan pendataan 
RUTILAHU. 
3. Masyarakat bisa meninjau langsung proses pemberian bantuan sosial. 
 
1.6 Sistematika Penulisan  
Untuk lebih memperjelas penyampaian materi dari penulisan penelitian ini maka 
penulisan akan dibagi menjadi beberapa bab, diantaranya :  
 
BAB I Pendahuluan 
Membahas latar belakang penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan 
Penelitian, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan 
Laporan. 
 
BAB II Studi Pustaka   
Memaparkan konsep umum diantaranya kajian islam yang terkait dan 
pengertian-pengertian yang terkait judul penelitian, memparakan konsep analisis 
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dan perancangan, bahasa pemrograman dan tools yang digunakan, konsep 
pengujian serta studi terdahulu yang terkait dengan penelitian yang didapat dari 
sumber-sumber yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian dan penyusunan 
laporan 
 
BAB III Metodologi Penelitian 
Memaparkan langkah-langkah penelitian, pengumpulan data, analisis 
sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem serta 
menguraikan tempat dan waktu penelitian. 
 
BAB IV Analisis dan Perancangan 
Memaparkan analisis secara global sesuai denagn identifikasi masalah 
seperti sistem sedang berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan sistem, 
sistem yang diusulkan dan menggambarkan perancangan sistem mulai perancagan 
IPO (Input Proses Output), basis data, perancangan tampilan  
 
BAB V Implementasi dan Pengujian 
Implementasi dari hasil perancangan berupa website yang sudah dibuat dan 
juga pengujian sistem berisi penjelasan tentang bagaimana caranya menjalankan 
perogram. 
 
BAB VI Kesimpulan dan Saran 
Memaparkan kesimpulan dan saran dari penjelasan yang tealah diuraikan 
pada bab-bab sebelumnya.  
